
BUPATI PINRANO 
PROVINS] SULAWESI SELATAN 

PERA1URAN BUPATI P1NRANO 
NOMOR$1TAHUN 2023 

TENTANO 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASJ, 1UGAS DAN FUNGSI SERTA 
TATA KERJA SADAN PENOELOLAAN KEUANOAN DAN PENOAPATAN 

DAE RAH 

DENGAN RAHMATnJHAN YANG MAHAESA 

BUPATI PINRANO, 

Menimbe.ng a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelo\aan Keuangan 
dan Pendapatan Daerah telah ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati Pinrang Nomor 70 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, 
Serta Tata Kerja Sadan Pengelolaan Keuangan dan 
Pendapatan Oaerah; 

b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, ,udah tidak sesuai Lagi dengan perkembangan 
dinarnika penyelenggaraan pemenntahan daerah aerta 
perkembangan peraturan perundang·undangan dan 
kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sadan 
Pengelolaan Keuangan dan Pcndapat.an Oaerah, sehingga 
perlu diganti, 

c. bahwa berdasarlcan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas 
dan Fungsi Serta Tata Kerja Sadan Pengelolaan Keuangan 
dan Pendapatan Daerah; 

Mengingat · I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822 ); 

2. Undang·Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Penmdang·undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang·Undang Nomor I 3 Tahun 2022 tent.ang 
Perubahan Kedua At.as Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tarnbahan Lembaran Negara Republik ' Indonesia Nomor 6801}; 
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Jndonea,a Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, To.mbahan Lembaran 
Negara Republik Jndoneeie Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menJadi Undang-Undang 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tcntang 
Aclministrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), scbaga.imana 
telah diubah beberapa kali, tcrakhir dcngan Undang 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pcngganti Undang·Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang·Uodang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perang.kat Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana tclah 
diubah dcngan Pcraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tcntang Perube.han Atas Pcraturan Pcmcrintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perang.kat Oaerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tcntang Perubahan atas Pcraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemcn 
Pegawa.i Negeri Sipil (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6477); 

8. Pcraturan Menten Pedayagunaan Aparatur Negara dan 
Rcfonna&i Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tcntang Sistem 
Kcrjll pa.da lnstansi Pemcrintah untuk Penycderhanaan 
Birokrasi (Serita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 181); 

9. Peraturan Oacrah Kabupa.ten Pinrang Nomor 6 Tahun 
2020 tentang Pembcntukan dan Susunan Perangkat 
Oaerah (Lembo.ran Oaerah Kabupa.tcn Pinrang Tahun 2020 I Nomor 6). 
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Menctapkan 

. ) . 

MEMUnJSKAN : 

PERA1lJRAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, 1UGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 
SADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN 
DAE RAH 

BAB I 
KETENnJAN UMUM 

Pa""' I 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimakaud dengan: 
I. Daerah adalah Kabupaten Pinrang. 
2. Bupati ada.lah Bupati Pinrang. 
3. Sekretaris Dacrah adalah Sekretaria Daerah Kabupaten Pinrang. 
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupab Pinrang. 
5. Sadan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapa.tan Dacrah 

Kabupaten Pinrang. 
6. Kcpala. Sadan adalah Kepala Sadan Pengelolaan Keuangan dan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang. 
7. Pejabat Pembina Kepeg.awaian yang selanjutnya diaingkat PPK adalah 

pcjabat yang mcmpunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, 
pcmindahan, da.n pcmberhentian Pegawai ASN dan pcmbinaan 
manajcmen ASN di inatanai pcmerintah seauai dcngan ketentuan 
pcraturan pcrundang-undangan. 

8. Pejabat Pembina Kepcgawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah 
Bupati Pinrang. 

9. Aparatur Sipil Negara adalah iatilah kclompok profcai bagi pcgawai· 
pcgawai yang bckcrja pada lnatanai Pcmerintah baik di tmgkat Pusat 
maupun Daerah. 

10. Pejabat yang Berwcnang yang aelanjutnya disingkat PyB ada.lah pcjabat 
yang mcmpunyai kewcnangan mclakaanakan proses pcngangkatan, 
pcmindahan, dan pembcrhcntian Pegawai ASN scsuai dengan kctcntuan 
pcraturan pcrundang-undangan. 

11. Kclompok Jabatan Fungsional ada.lah kclompok jabatan yang bcrisi 
fungsi dan tugas bcrkaitan dcngan pc\ayanan fungsional yang 
bcrdasarkan pada keahlian dan kctcrarnpilan tencntu. 

12. T\Jgas adalah lkhtisar dari keseluruhan tuga1 jabatan. 
13. Fungsi adalah pekcrjaan yang merupakan penjabaran dari tugas. 
14. Uraian Togas adalah paparan atau bentangan atas semua tugasjabatan 

yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pcmcgangjabatan. 
15. Surat Pcmbcritahuan Pajak Dacrah, yang selanjutnya disingkat SPf'D, 

adalah surat yang o\ch wajib pajak daerah digunakan unruk mclaporkan 
penghitungan dan/atau pcmbayaran pajak, objck pajak, dan/atau hart.a 
dan kewajiban scsuai dcngan kctcntuan peraturan pcrundang· 
undangan pcrpa.jakan dacrah. 

16. Surat Setoran Pajak Dacrah, yang sclanjutnya disingkat SSPD, adalah 
bukti pembayaran atau penyctoran pajak yang dilakukan dcnga.n 
mcnggunakan fonnulir atau tclah dilakukan dcngan cara lain ke kas 
daerah mclaJui tempat pembayaran yang ditunjuk. 

17. Surat Pcmbcritahuan Pajak Tcrutang, yang sclanjutnya disingkat SPPT, 
adalah surat yang digunakan untuk mcmbcritahukan bcaarnya Pajak 
Bumi dan Bangunan Pcrdesaan dan Pcrkotaan yang terutang kepada\ 
WaJib Pajak. 
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• 4 • 

18. Surat Ketctapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah 
aurat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak 
te l"\i tang. 

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKPOKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya 
jumlah pokok pajak, jumlah kredit paJak, jumlah kekurangan 
pembayaran pokok pajak, besarnya aankai administratif, dan jumlah 
pajak yang maaih harua dibayar. 

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang 
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan tambahan atasjumlah pajakyang telah ditetapkan. 

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang aelanjutnya diaingkat SKPDN, 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak 
aama beaamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang 
dan tidak ada krcdit pajak 

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya diaingkat 
SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentuk&n jumlah 
kelebihan pcm�aran pajak karena jumlah kttdit pajak lebih beaar 
dll.ripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

23. Surat Tagihan Pajak Oaerah, selanjutnya disingkat STPD, adalah surat 
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administraatif berupa 
bunga dan/atau denda. 

BAB II 
KEDUDUKAN 

Paul 2 
Badan sebagaimana dimakaud dalam Pasal 1 angka 5, dipimpin oleh Kepala 
Sadan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalu1 
Sekrctaris Oaerah. 

BAB Ill 
SUSUNAN ORGANJSASJ 

Pa"'1 3 
(I) Susunan Organisasi Badan terdiri ata,; 

a. Kepala Sadan 
b. Sckretariat Badan ten::liri ataa: 

1. Subbagian Program; 
2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan 
3. Subbagian Keuangan. 

c. Bidang Pcmbiayaan terdiri ataa: 
1. Subbidang Anggaran; dan 
2. Subbidang Pcrbendaharaan. 

d. Bidang Akuntansi terdiri atas: 
I. Subbidang Verifika.si; dan 
2. Subbidang Pelaporan Keuangan. 

e. Bldang Aset Daerah terdiri atas : 
I. Subbidang Perencanaan dan Pengadaan; dan 
2. Subbidang EvaJuasi dan Pemanfaatan Aset. 

r. Bidang Pendapatan Daerah terdiri ataa: 
t. Subbidang Pendata.an Pejak Daerah; dan 
2. Subbidang Penetapan clan Penagihan Pajak Daerah. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana I 
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. ' . 
(2) Bagan Struktur Organisasi Sadan eebagaimana dimakaud pada ayat {l) 

tercantum dalam Lampira.n yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

BABIV 
TUOAS, FUNGSI DAN URAIAN TUOAS 

Bagian Kesa.tu 
Kepa.la Badan 

Pa,a! 4 
( 1) Kepala Sadan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan 

fungsr penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang 
menjadi kewenangan Daerah dan tugas pemba.ntuan yang diserahkan 
oleh Bupati kepadanya. 

(2) Untuk melakaanakan tugas sebagarmana dimaksud pada ayat (I), 
Kepala Badan menyelenggarakan fungst : 
a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Keuangan; 
b. pelaksanaan kebijakan urusan pcmerintahan bidang Keuangan: 
c. pelaksanaan, monitoring. evaluaai dan pele.poran urusan 

pemerintahan bidans Keuangan; 
d. pelal<Mnaan administrasi Badan; dan 
e. penyelenggaraan fungsi Jam yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Ura.ian tugas Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat {I), 

meliputi: 
a. menyuaun rencana kegiatan Badan Rbagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksansan tugas dalam 

lingkungan Badan untuk mengetahui pericembangan pelaksanaan 
tu gas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ata.u 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapa.t sesuai bidang rugasnya; 
r. merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja 

dan Rencana Kerja Anggaran Bad.an; 
g. merumuskan kebijakan teknis di bidang keuangan; 
h. mengoordinrr Penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat dalam 

lingkup Sadan; 
,. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kemcnterian, 

Pemerintah Provinal dan SKPD unit kcrja terkait dalam rangka 
kelancaran tugas; 

j. meneta.pkan Standar Pelayanan dalam lingkup Sadan; 
k. membina pelaksanaan Sistcm Pengendalian Intern Pemenntah dalam 

lingkup Sadan; 
I. mengoordinir penyusunan Laporan IGnerja lnstansi Pemerintah 

Badan; 
m. menyelenggarakan pembinaan tcrhadap penyusunan Standar 

Operuional Proscdur dalam lingkup Sadan; 
n. menyelenggarakan monitoring, evaluasi clan pengawasa.n 

penyelenggaraan kebijaka.n tcknis di Bidang Pendapatan Daerah, 
Pcmbinaan Pendkiikan Dasar, Aset Daerah, Pembiayaan dan \ 
Akunta.nsi; 
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------ 

••• 
o. menyelenggarakan koordinaai dan konsultast dcngan !embga 

pcmerintah dan non pemerintah dalam rangka pcnyelenggaraan 
uruean Pemerintahan bidang Keuangan; 

p. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

q. menyusun \aporan hasil pe\aksanaan tugas Kepala Sadan dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumuea.n kebijakan; dan 

r. menyelengg.arakan tugas kedinasan lain yang drpermtahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bagi.an Ked ua 
Sckretariat 

Pa,aJ 5 
(1) Sckretariat dipimpin olch Sckretaris mernpunyer tugas membantu 

Kepa.la Badan dalam melaksa.nakan koordinasl kegiatan, memberikan 
pelayanan admlniatrasi penyusunan, program, pelaporan, umum, 
kepegawaian, hukum, dan keuangan dalarn lingkup Badan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {l), 
Sckretaris menyelenggarakan fungsi : 
a. pengoordinasian pclaksanaan tugas dalam lingkup Badan; 
b. pengoordinaeian penyusunan program dan pelaporan datarn 

lingkup Sadan; 
c. pengoordinasian urusan umwn, kepegawaian, dan hukum dalam 

lingkup Sadan; 
d. pcngoordinasian pengelolaan administraai keuangan dalaJn lingkup 

Sadan; dan 
e. penyelenggaraan fungai Jain yang diberikan o\ah pimpinan eeeuat 

dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Unuan tugaa Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (!), meliputi: 

a. menyusun rencans kegiatan Sadan sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan tugas; 

b. mendistribuwkan dan memberi petunjuk pelakaanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Sekretariat Badan untuk mengetahui perkembangan 
pelakaanaan tuga1; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memara! dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. memba.ntu kepeJa Sadan merumuskan dan menetapkan Rencana 

Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Sadan; 
g. menyelenggarakan Survey Kepuaaan Muyarakat dalam lingkup 

Badan; 
h. menyusun dan membuat Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah 

Sadan; 
i. mengoordinaaikan pelaksanaan kegiatan dalatn lingkup Sadan 

sehingga terwujud koordinaai, integrasi, sinkronisasi dan 
simplifikasi pelakaanaan kegiatan; 

J· mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan, program, 
perencanaan, pengendalian, clan evaluasi serta pelaporan ldnerja 
Sadan; 

k. mengoordinas1kan dan melakaanakan pelayanan adminiatrasi 
umum, kepegawaian dan hukum dalam lingkup Badan; \ 
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kepegawaian, hukum, dan keuangan dalarn lingkup Badan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {l), 
Sckretaris menyelenggarakan fungsi : 
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d. pcngoordinasian pengelolaan administraai keuangan dalaJn lingkup 

Sadan; dan 
e. penyelenggaraan fungai Jain yang diberikan o\ah pimpinan eeeuat 

dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Unuan tugaa Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (!), meliputi: 

a. menyusun rencans kegiatan Sadan sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan tugas; 

b. mendistribuwkan dan memberi petunjuk pelakaanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Sekretariat Badan untuk mengetahui perkembangan 
pelakaanaan tuga1; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memara! dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. memba.ntu kepeJa Sadan merumuskan dan menetapkan Rencana 

Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Sadan; 
g. menyelenggarakan Survey Kepuaaan Muyarakat dalam lingkup 

Badan; 
h. menyusun dan membuat Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah 

Sadan; 
i. mengoordinaaikan pelaksanaan kegiatan dalatn lingkup Sadan 

sehingga terwujud koordinaai, integrasi, sinkronisasi dan 
simplifikasi pelakaanaan kegiatan; 

J· mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan, program, 
perencanaan, pengendalian, clan evaluasi serta pelaporan ldnerja 
Sadan; 

k. mengoordinas1kan dan melakaanakan pelayanan adminiatrasi 
umum, kepegawaian dan hukum dalam lingkup Badan; \ 
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o. menyelenggarakan koordinaai dan konsultast dcngan !embga 
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I. mengoordinasikan dan melaki;anakan pclayanan admmistrasi 
keuangan; 

m. mcnyelenggarakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, 
pemeliharaan dan penghapuaan barang; 

n. mengoordinasikan dan memfasilitasi kcgiatan orgamaeai dan 
tatalaksana; 

o. mengoordinasika.n pelakaanaan Penilaian Mandiri Pelakaanaan 
Reformasi Birokrasi dalam lingkup Badan; 

p. menyelenggarakan fungsi Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi 
dalam lingkup Badan; 

q. menyusun laporan hastl pelaksanaan tugas Selrretariat dan 
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebaga.i bahan 
perumuaan kebijakan; 

r. memfam.litAsi pelakaanaan Sistim Pengendalian Intern Pemerintah 
dalam linglrup Sadan; 

a. menyelenggarakan monitoring, evaluast dan pengawasan 
penyelenggaraan kcbijakan teknis di Bidang Pendape.tan Daerah, 
Pembinaan Pendidikan Oaaar, Aset Daerah, Pembiayaan dan 
Akuntansi; 

t. menyelcnggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Keuangan; 

u. menilai kinerja Pegawar Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

v. menyusun laporan hast! pelaksanaan tugas Sekretariat Sadan dan 
memberikan saran pertimb&ngan kcpada Atasan sebagai bahan 
pcrumusan kcbijakan; dan 

w. melaksa.nakan tugaa kedinuan lain yang dipcrintahkan atasan 
sesuai dcngan bidang tugasnya. 

Parag,all 
Subbqian Program 

Pua16 
(I) Subbagian Program dipimpin olch Kcpe.ia Subbagian Program 

mempunyai tugas membantu sekretana dalam mcngumpulkan bahan 
dan mela.kukan penyuaunan program, penyajian data dan informasi, 
aerta penyusunan laporan. 

(2) Uraian tugaa Kepala Subbagian Program sebagaimana dimakaud pada 
ayat (!), mcliputi: 
a. mcnyusun rencana kcgiatan Subbagian Program sebagai pcdoman 

dalam pelaksanaan tugas; 
b. mcndistribusikan dan mcmberi pctunjuk pelaksanaan tugaa; 
c. mcmantau, mcngawasi dan mengeva.luas.i pelaksa.naan tugas da1am 

lingkungan Subbagian untuk mengctahui pcrkcmbangan 
pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menand.atangani naskah dina.s; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
l. membe.ntu Sekretaris mcrumuskan Rencana Stra.tegis, Rencana 

Kerja Sadan; 
g. menyusun dan membuat dokumen Laporan Kinerja lnstansi 

Pemerintah Sadan; 
h. mcndistribusikan dan memben petunjuk pctaksanaan lllga.B \ sehingga berjalan lancar; 
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-- 

1. rnenyuaun rancangan, mengoreksi dan memaraf naskah dinas 
dalarn lingkup Sadan; 

j. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugaa dalarn 
lingkup Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan 
pelaksanaan tugaa; 

k. mengoordinasikan, menyiapkan bahan data dan infonnasi program 
dan melakukan penyusunan perencanaan program dan kegiatan; 

I. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi 
kinerja; 

m. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan perjanjian kinerja 
Badan; 

n. mengumpu!kan bahan dan menyuaun Rencana Kinerja Tahunan 
dalarn lingkup Sadan; 

o. menyuaun Iaporan basil pelaksanaan tugas Subbagian Program 
dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; 

p. melakaanakan penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kerja 
Anggaran dalam lingkup Badan; 

q. melakaana.kan monitoring, evaiuaai dan pengawasa.n 
penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Subbagian Program; 

r. menyusun leporan basil monitoring, evaluesi dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknia di bidang Subbagian Program; 

s. melakaanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Keuangan; 

L menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara aesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang·undangan; 

u. menyuaun laporan haail pelakaanaan tugaa Subbagian dan 
memberikan saran pertimbangan kepe.da Atasan aebe.gai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

v. meleksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
seauai dengan bidang tugasnya. 

Paragraf2 
Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum 

Paw 1 

dan/atau 

I 
m,manu 

(1) Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum dipimpin oleh Kepala 
Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum mempunyai tugas 
membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan 
urue.an ketatausahaan, pelayanan infonnasi, administrasi pengadaan, 
pemeliharaa.n dan penghapue.an barang. urusan rumah tangga aena 
mengelola administrasi kepegawaian dan hukum dalarn lingkup Badan. 

(2) Uraian tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (II, meliputi: 
a menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan 

Hukum aebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluaai pelaksanaan tugae dalam 

lingkungan Subbe.gian untuk mengetahui perkembangan 
pelaksanaan tugaa; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, 
menandatangani naakah dinaa; 

e. mengikuti rapat-rapat aesuai bidang tugasnya; 

- . - 

-- 
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r. melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan Survey Kepuasan 

Masyarakat lingkup Badan; 
g. mcmbantu Sekretaris menyusun dan membuat Laporan Analisis 

Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jaba.tan; 
h. melakukan pengklasifikasian surat menurutjenisnya; 
1. melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk 

dan keluar; 
j. melakukan pcngelolaan a.nrip naskah dinas da\am Ungkup Sadan; 
k. menyiapkan bahan dan menyusun admmistrasi pengadaan, 

pendistribusian, pemeliha.raan, invcntarisasi dan penghapusan 
barang; 

I. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarieaa! barang eerta 
mcnyusun laporan be.rang invent.aria; 

m. melakukan, menyiapkan dan mengoordinaaikan pengelolaan urusan 
rumah tangga Sadan; 

n. menyiapkan bahan penyusunan Standar Pclayanan dan melakukan 
evaluaai dalam lingkup Sadan; 

o. mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, 
pcnyajian data dan infonnasi serta fasihtasi pe\ayanan informasi dan 
pcngaduan dalam lingkup Sadan; 

p. menyiapkan bahan, mengoordinasikan den memfa&ilitaai 
pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pcmerintah dalam lingkup 
Ba.dan; 

q. memperaiapkan dan mengoonlinasikan pelaksaanaa.n rapat Sadan, 
upacara bendera, kehumasan dan keprotokoleran dalam lingkup Sadan; 

r. menyiapkan be.han, menghimpun dan mengelola data kehadiran 
pegawai; 

a. mengoordinasikan dan memfaailitasi administras.i surat tugas dan 
perjalanan dinas pegawai; 

t. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan mem!asilitasi kegiatan 
organisaai dan tatalaksana; 

u. melaksana.kan pengumpulan bahan Penilaian Mandiri Pelaksanaan 
Re(onnaai Birokrasi dalam ling.kup Badan; 

v. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian dalam 
lingkup Sadan; 

w. menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia 
aparatur dalam linglrup Sadan; 

x. menyiapkan bahan perumusan keb(jakan pembinaan, peningkatan 
kompetensi, disiplin dan kesejahteraan aparatur s.ipil Negara dalam 
lingkup Badan; 

y. menyiapkan bahan dan mengoordinas.ikan administrui penyusunan 
produk hukum di ling.kup Sadan; 

z. mengumpulkan bahan, mengoordinaaikan dnn menindaklanjuti 
laporan haail pemerikaaan dalam lingkup Sadan; 

aa. menyelenggarakan monitoring, everuaer dan pengawasan 
penye\enggaraan kebijakan teknis di bidang Subbegian Umum, 
Kepegawaian dan Hukum; 

bb. menyusun laporan hasil monitoring, evaluasl dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknis di biclang Subbagian Umurn, 
Kepegawaaan dan Hukum; 

cc. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Keuangan; 

dd. menilai k:inerja Pegaw8.l Aparatur Sipil Negara sesuai ketenruan I Peraturan Per Undang-undangan; 
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ee. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Subbagian dan 
memberikan saran pertimba.ngan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

ff. melaksanakan tugaa kedinasan lain yang diperintahkan ataean 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

-3 Subbagian Keuangan 

Pa,a] 8 
(I) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan 

mempunyai tugaa membantu Sekretaris daJam mengumpulkan bahan 
dan melakukan pengelolaan adminiatrasi dan pelaporan keuangan 
dalam lingkup Sadan. 

(2) Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I), melipuu : 
a. menyuaun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugaa; 
b. mendiatribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
e. memantau, mengawa.si dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalarn 

lingkungan Subbagian untuk mcngetahui perkembangan 
pelaksanaan tugaa; 

d. menyusun ranca.ngan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya, 
f. membantu Sekretana menyiapkan bahan, menyusun dan 

merumuakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran lingkup Sadan; 
g. mengumpulkan bahan, mengoordinaaikan dan menyuaun rencana 

kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan 
rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran 
Sadan; 

h. melakukan verifikasi ke!engkapan administrasi penatausahaan 
keuangan Sadan; 

l. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan 
penerimaan keuangan dalarn lingkup Sadan; 

J· menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan dalam 
lmgkup Sadan; 

k. menyusun realisasi perhitungan anggaran dalam lingkup Sadan; 
I. mengevaluasi pelaksa.naan tugas bendaharawan dalam lingkup 

Sadan; 
m. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti 

laporan hasil pemeriksaan keuangan dalarn lingkup Sadan; 
n. menyusun laporan hasil pelakaanaan tugaa Subbagian Keuangan 

dan memberikan saran pertimba.ngan kepada atasan aebagai bahan 
perumusan kebijakan; 

o. melaksa.nakan monitoring, evaluasi dan pengawasa.n 
penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Subbagian Keuangan; 

p. menyuaun laporan he.ail monitoring. evaluasl dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Subbagian Keuangan; 

q. melaksanakan koordinas1 dan konsultasi dengan lembga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Keuangan; 

r. menilai kinelJa Pegawai Aparatur S1p1I Negara sesuai ketentuan \ 
Peraturan Per Undang-undangan; 
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. II . 

a. menyusun laporan hastl petekeenaan tugas Subbagian dan 
mcmbcrikan saran pertimbangan kcpada Atasa.n aebagai bahan 
pcrumusan kebijakan; dan 

t. mclaksanakan tugas kedinaaan lain yang diperintahkan atasan 
eeeuei dcngan bidang tugasnya. 

Bagian Ketiga 
Bidang Pembiayaan 

Pa,a19 
(I) Bidang Pembiayaan dipimpln olch Kepa.Ja Bidang Pembiayaan 

mempunyai tugaa membantu Kepala Badan mcnghimpun dan 
menyiapkan aerta mengoordinasikan penyusunan program dan kcgiatan 
tcrkait pcnyusunan anggaran pokok dan pcrubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Oaerah, pcnatausahaan pengelolaan keuangan 
acrta menatauaahaan pcrbcndaharaan dan gaji. 

{2) Untuk mclaksanakan tugas aebagaimana dimaksud pada ayat (II, 
Kcpala Bidang Pembiayaan mcnyclenggarakan fungei : 
a. pcnyusunan kcbijakan teknis clan penyelcnggaraan tugas program 

dan kegiatan Bidang Pembiayaan; 
b. pcmbinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan 

program clan kegiatan Bidang Pembiayaan; 
e. penyelenggaraan, monitoring, evaluaai dan pclaporan tugas program 

dan kegiatan Bidang Pembiayaan; dan 
d. penyelenggaraan fungsi lain yang dibcrikan olch pimpinan eeeuai 

dengan tugas dan fungainya. 
(3) Ura.ian tugas Kepala Bidang Pembiayaan aebagaimana dimakaud pada 

ayat (1), meliputi: 
a. menyuaun rencana kegietan Bidang Pembiayaan eebegai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendiatribuaikan dan membcri petunjuk pclaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pele.kaa.naan tugaa dalam 

lingkungan Bidang untuk mengetahu! perkembangan pelaksanaan 
tugaa; 

d. menyusun rancangan, mengorcksi, mcmaraf dan/atau 
menandatangani naakah dinas; 

e. mengikuti rapat·rapat sesuai bidang tugaanya; 
r. menyiapkan bahan perumusan kcbije.kan teknis pcnyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah dan perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Oacrah bcrupa program kegi.atan; 

g. menyiapkan pcnerbitan Surat Penycdiaan Dana; 
h. menyiapkan bahan pengcndalian Surat Perintah Pembayaran yang 

diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah; 
1. menyiapkan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana; 
J. mela.kukan penatausahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah dan SKPKD pada Kuasa. Bendahara Umum Daerah; 
k. mcmbuat laporan ha.ail pelaksanaan tugas dan membcri saran dan 

pertimbangan kcpada pimpinan scsuai dengan tugas dan fungsinya; 
I. mengeeahjcan Dokumen Pelakaanaan Anggaran; 
m. menyusun kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Dacrah-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA·PPAS); 
n. menyelenggarakan monitoring, evaJuasi dan pengawasan 

penyelenggaraan kcbijakan tekni1 di Bidang Pembiayaan; 
o. menyuaun laporan hasil monitoring, evaluaai dan pengawasan \ 

penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Pembiayaan; 
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menandatangani naakah dinas; 

e. mengikuti rapat·rapat sesuai bidang tugaanya; 
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h. menyiapkan bahan pengcndalian Surat Perintah Pembayaran yang 

diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah; 
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p. menyelenggarakan koordinasi dan konsultaal dcngan lembga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka pcnyelcnggaraan 
uruaan Pemerintahan bidang Keuangan; 

q. mcnilai kincrja Pegawai Apa.ratur Srpil Negara aeauai kctcntuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

r. menyusun laporan hasil pclaksanaan tugas Bidang dan memberikan 
saran pcrtimbangan kepada Ataaan aeb&gai bahan pcrumuaan 
kebijakan; dan 

a. me\akaanakan tug.as kedina.san lain yang dipcrintahkan ataaan 
sesuai dcngan bidang tugasnya . . .....,.,, 

Subbidang Anggaran 

PasaJ 10 
111 Subbidang anggaran dipimpin oleh Kcpala Subbidang anggaran 

mempunyai tugaa mcmbantu Kcpa]a Bidang dalam menyiapkan dan 
me\akukan pcngumpulan bahan pcnyuaunan Anggaran Pendapatan dan 
Bclanja Daerah dan pcrubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah scrta Nota Keuangan dan Dokuman Perencanaan di bidang 
kcuangan aerta pctunjuk pelakaanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. 

(2) Uraian tugas Kepala Subbidang anggaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (!), meliputi: 
a. menyusun rcncana kcgiatan Subbidang Anggaran sebagal pedoman 

dalam pclabanaan tugas, 
b. mendiatribualkan dan memberi pctunjuk pclakaanaan tugaa; 
c. memantau, mengawaai dan mcngevaluaai pclakaanaan tugaa daJam 

hngkungan Subbidang untuk mengetahui perkembangan 
pelak!IHIUl8Il tugas; 

dan/atau meman,J d. menyusun rancangan, mengoreksi, 
mcnandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. menyiapkan data atau be.han penyuaunan Kebijakan Umum 

Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah beraama dengan Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah; 

g. menyiapkan bahan/data penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan Nota Keuangan, 

h. melaksanakan evaluasi terhadap Rencana Kerja Anggaran dan 
Perubf..han Rencana Kerja Anggaran yang diauaun oleh Satuan Kerja 
Perangkat Oacrah dan memperaiapkan Pengesahan Dokumen 
Pelaksana Anggaran/Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran 
(DPA/DPPA-SKPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah; 
menyediakan Anggaran Keuangan Daerah bagi Satuan Kerja 
Perangkat Daerah melalul penerbitan Surat Penyediaan Dana; 
menyiapkan hahan dan menyusun Surat Edaran tentang pedoman 
penyusunan pelaksanaan Anggaran Pendapatan da.n Belanja Daerah; 

k. membuat laporan basil pelalulanaan tugae dan memberi saran dan 
pertimbangan kepada pimpinan eeeuei dengan tugaa dan fungsinya; 
menyuaun kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja I Daerah-Prioritaa Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS); 

I. 

j. 
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j. 
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m. melaksanakan monitonng, evaluaai dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknia di Bidang Subbidang Anggaran; 

n. menyuaun laporan haail monitoring, evaluaai dan pengawaaan 
penyelenggaraan kebijakan teknia di Bidang Subbidang Angg.aran; 

o. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan \embga pemerintah 
dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan uruaan 
Pemerintahan bidang Keuangan; 

p. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang·undangan; 

q. menyuaun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumuaan kebijakan; dan 

r. melakaanakan tugaa kedinaaan lain yang diperintahkan ataaan 
seauai dengan bidang tugasnya. 

Pa.-agraf2 
Subbidang Perbendaharaan 

Paaal 11 
(1) Subbidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Subbidang 

Perbendahara.an mempunyai tugaa membantu Kepala Bidang dalam 
meneliti dan menguji kebenaran aetiap permintaan pembayaran ataa 
beban Angg.aran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan membuat 
Surat Per-imah Pencairan Dana, daftar penguji serta penyelenggaraan 
pembinaan perbendahara.an dan penatausahaan gaji Aparatur Sipil 
Negara. 

(2) Uraian tugaa Kepala Subbidang Perbendaharaan sebagaimana dimakaud 
pada ayat (1), meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Perbendaharaan aebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugaa dalam 

lingkungan Subbidang untuk mengetahui perkemb&ngan 
pelaksanaan tugas; 

dan/atau 

pengawasan 
Subbidang t """ Bidang 

m,maraf 

evaluasi 
teknis di 

monitoring, 
kebijakan 

i. 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, 
menandatangani naskah dma.s; 

e. mengikuti rapat·rapat seauai bidang tugaanya; 
r. melakaanakan pengelolaan kartu perorangan Aparatur Sipil Negara 

dan daftar seauai dengan contoh/forme.t yang telah ditetapkan; 
g. melaksanakan penelitian dan pendataan gaJI dan tunjangan lainnya; 
h. melaksanakan penelinan daftar tunjangan keluarga Kartu 

Pennohonan Penambahan Penghesilan Pegawai yang di9.Jukan oleh 
Satuan Kerja Perangkat Oaerah; 
melakaanakan penelitian penerbitan Surat Keterangan 
Pemberhentian Pembayaran alas usu! Satuan Kerja Perangkat 
Daerah; 

j. melaksanakan Penelitian Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana; 
k. melakaanakan Pengelolaan adminiatraai Dana Transfer; 
I. melakaanakan penelitian Surat Setoran Pajak dan Surat Setoran 

Bukan Pajak; 
m. melaksanakan 

penyelenggaraan 
Perbendaha.raan; 
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n. menyuaun laporan hastl monitoring, evaluaai dan pengawasan 
penyclcnggaraan kcbijakan tcknia di Bidang Subbidang 
Pcrbcndaharaan; 

o. mclaksanakan koordinaai dan konaultasi dcngan Jembga pemcrintah 
dan non pemerintah dalam rangka pcnyclcnggaraan urusan 
Pcmcrintahan bidang Keuangan; 

p. menil.a.i kinerja Pcga.wai Aparatur Sipil Negara aeauai Kctentuan 
Pcraturan Per Undang·undangan; 

q. mcnyuaun laporan haail pelakaanaan tugas Subbidang dan 
memberikan aaran pertlmbangan kepada Atasan aebagai bahan 
perumusan kcbijakan; dan 

r. melaksanakan tuga.a kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
seauai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Keempat 
Bidang Akuntansi 

Pa.aa..l 12 
{1) Bidang Akuntansi dipimpin olch Kcpala Bidang Akuntanai mempunyai 

tugas membantu Kepala Sadan dalam memimpin, mengendalikan, 
mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan 
urusan pcmerintahan yang mcnjadi kcwcnangan Sadan yang mcliputi 
pelaksanaan sistem dan kcbijakan akuntansi beTbe.sis akn.tal, 
pcnyusunan Japoran kcuangan PcmcMntah Dacrah scca.ra pcriodik aerta 
monitoring dan evaluasi pcngclolaan kcuangan dacrah scrta pcmbinaan 
pelaporan keuangan pola Sadan Layanan Umum Dacrah. 

(2) Untuk melakaanakan tugas aebagaimana dimaksud pada ayat {I), 
Kcpala Bidang Akuntansi menyclenggarakan fungai : 
a. penyuaunan kcbijakan teknia dan pcnyelenggaraan tuga.s program 

dan kegiatan di Bidang Akuntansi; 
b. pcmbinaan, pcngoordinasian, pengendalian dan pengawasan 

program dan kegiatan Bidang Akuntansi; 
e. penyclenggaraan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tuga.s program 

dan kegiatan Bidang Akuntansi; dan 
d. penydenggaraan fungsi lain yang dibcrikan olch pimpinan eesuer 

dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Uraia.n tugas Kcpala Bidang Akuntanai aeba.gaimana dimaksud pada 

ayat (1), mcliputi: 
a. menyusun rcncana kegiatan Bidang Akuntansi sebagai pcdoman 

dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusilcan dan mcmbcri pcturtjuk pelaksanaan tugas; 
c. mcmantau, mcngawasi dan mengevaluaai pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Bidang untuk mcngctahui perkembangan pelakaanaan 
tuga.s; 

d. menyusun rancangan, mcngorcksi, memaraf dan/atau 
mcnandatangan1 naskah dinas; 

e. mcngikuti rapat-rapat aesuai bidang tugasnya; 
f. mcnyiapkan bahan pcnyueunan dan pctunjuk teknis di bidang 

akuntansi; 
g. mcnyiapkan pcrangkat lunak (sojtwarej dan jaringan pcngelolaan 

data dan pclaporan keuangan tcrpadu; 
h. memberikan pembinaan teknis dan akuntanai pengelolaan 

keuangan Sa.tuan KCl]a Perangkat Dacrah aerta unit kcrja yang 
mcneraplcan pola pengclolaan kcuangan Sadan Layanan Umum { 
Dacrah; \ 
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mcneraplcan pola pengclolaan kcuangan Sadan Layanan Umum { 
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i. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggam.an kebijakan teknis di Bidang Akuntansi; 

j. menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan aemesteran dan 
laporan keuangan akhir tahun Pemerintah Daerah serta infonnasi 
keuangan daerah; 

k. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembga 
peme.rintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggara.an 
urusan Pemerintahan bidang Keuangan; 

I. menllai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

m. menyusun laporan ha.sil pelaksanaan tug.as Bidang dan memberikan 
saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan perumusan 
kebijakan; dan 

n. melaksa.nakan tugas kedinasan Jain yang diperintahkan atuan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pangrafl 
Subbidang Verifikaai 

Pasal 13 
(1) Subbidang Verifikaai d1pimpin oleh Kepala Subbidang Verifikasi 

me.mpunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakaanakan 
kebijakan teknia serta kegiatan verifikasi ataa kesesuaian 
pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah secara periodik. 

(2) Uraian tugaa Kepala Subbidang Verifikasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), me.liputi: 
a. menyusun rcncana kegiatan Subbidang Verifika&i aebagai pedoman 

da\am pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelakaanaan tugas dalam 

lingkungan Subbidang untuk mengetahui perkcmbangan 
pelaksanaan tugaa; 

d. menyusun raneangan, mengorcksi, mcmaraf dan/atau 
mcnandatangani naskah dina.s; 

e. mengikub rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; r. meneliti dan memerikaa Buku Kas Umum Benda.hara Penerimaan 
dan Buku Kas Umum Benda.hara Pcngeluaran Satuan Kcrja 
Perangkat Daerah serta kelengkapan dokumcnnya; 

g. meneliti dan memenksa kelengkapan Surat Pertanggungjawaban 
(SPJ) Fungsional Bendahara Penerimaan dan Bcndahara 
Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah; 

h. mclakaanakan rckonailiaai penerimaan kaa dengan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah berdasarkan Surat Tanda Setoran atau bukti 
bukti penerimaan kas umum daerah lainnya; 

1. mclaksanakan rekonsiliasi pengeluaran leas dengan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah bcrdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana yang 
telah dicairlean mela1ui leas umum daerah dalam ra.ngka 
pengendalian leas; 

j. mencltti dan memeriksa keeeauaian kelengkapan dokumcn 
pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan dengan Surat 
Perintah Memba.yar - Oanti Uang / Tambah Uang (SPM OU / SPM 
TU) yang diajukan olch Satuan Kcrja Perangkat Daerah; 

k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
� 

penyelenggaraan kebijakan teknia di Bidang Subbidang Verifikaai; 
\ 

- I j . 

i. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggam.an kebijakan teknis di Bidang Akuntansi; 

j. menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan aemesteran dan 
laporan keuangan akhir tahun Pemerintah Daerah serta infonnasi 
keuangan daerah; 

k. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembga 
peme.rintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggara.an 
urusan Pemerintahan bidang Keuangan; 

I. menllai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

m. menyusun laporan ha.sil pelaksanaan tug.as Bidang dan memberikan 
saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan perumusan 
kebijakan; dan 

n. melaksa.nakan tugas kedinasan Jain yang diperintahkan atuan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pangrafl 
Subbidang Verifikaai 

Pasal 13 
(1) Subbidang Verifikaai d1pimpin oleh Kepala Subbidang Verifikasi 

me.mpunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakaanakan 
kebijakan teknia serta kegiatan verifikasi ataa kesesuaian 
pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah secara periodik. 

(2) Uraian tugaa Kepala Subbidang Verifikasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), me.liputi: 
a. menyusun rcncana kegiatan Subbidang Verifika&i aebagai pedoman 

da\am pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelakaanaan tugas dalam 

lingkungan Subbidang untuk mengetahui perkcmbangan 
pelaksanaan tugaa; 

d. menyusun raneangan, mengorcksi, mcmaraf dan/atau 
mcnandatangani naskah dina.s; 

e. mengikub rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; r. meneliti dan memerikaa Buku Kas Umum Benda.hara Penerimaan 
dan Buku Kas Umum Benda.hara Pcngeluaran Satuan Kcrja 
Perangkat Daerah serta kelengkapan dokumcnnya; 

g. meneliti dan memenksa kelengkapan Surat Pertanggungjawaban 
(SPJ) Fungsional Bendahara Penerimaan dan Bcndahara 
Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah; 

h. mclakaanakan rckonailiaai penerimaan kaa dengan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah berdasarkan Surat Tanda Setoran atau bukti 
bukti penerimaan kas umum daerah lainnya; 

1. mclaksanakan rekonsiliasi pengeluaran leas dengan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah bcrdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana yang 
telah dicairlean mela1ui leas umum daerah dalam ra.ngka 
pengendalian leas; 

j. mencltti dan memeriksa keeeauaian kelengkapan dokumcn 
pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan dengan Surat 
Perintah Memba.yar - Oanti Uang / Tambah Uang (SPM OU / SPM 
TU) yang diajukan olch Satuan Kcrja Perangkat Daerah; 

k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
� 

penyelenggaraan kebijakan teknia di Bidang Subbidang Verifikaai; 
\ 

- I j . 

i. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggam.an kebijakan teknis di Bidang Akuntansi; 

j. menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan aemesteran dan 
laporan keuangan akhir tahun Pemerintah Daerah serta infonnasi 
keuangan daerah; 

k. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembga 
peme.rintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggara.an 
urusan Pemerintahan bidang Keuangan; 

I. menllai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

m. menyusun laporan ha.sil pelaksanaan tug.as Bidang dan memberikan 
saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan perumusan 
kebijakan; dan 

n. melaksa.nakan tugas kedinasan Jain yang diperintahkan atuan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pangrafl 
Subbidang Verifikaai 

Pasal 13 
(1) Subbidang Verifikaai d1pimpin oleh Kepala Subbidang Verifikasi 

me.mpunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakaanakan 
kebijakan teknia serta kegiatan verifikasi ataa kesesuaian 
pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah secara periodik. 

(2) Uraian tugaa Kepala Subbidang Verifikasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), me.liputi: 
a. menyusun rcncana kegiatan Subbidang Verifika&i aebagai pedoman 

da\am pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelakaanaan tugas dalam 

lingkungan Subbidang untuk mengetahui perkcmbangan 
pelaksanaan tugaa; 

d. menyusun raneangan, mengorcksi, mcmaraf dan/atau 
mcnandatangani naskah dina.s; 

e. mengikub rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; r. meneliti dan memerikaa Buku Kas Umum Benda.hara Penerimaan 
dan Buku Kas Umum Benda.hara Pcngeluaran Satuan Kcrja 
Perangkat Daerah serta kelengkapan dokumcnnya; 

g. meneliti dan memenksa kelengkapan Surat Pertanggungjawaban 
(SPJ) Fungsional Bendahara Penerimaan dan Bcndahara 
Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah; 

h. mclakaanakan rckonailiaai penerimaan kaa dengan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah berdasarkan Surat Tanda Setoran atau bukti 
bukti penerimaan kas umum daerah lainnya; 

1. mclaksanakan rekonsiliasi pengeluaran leas dengan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah bcrdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana yang 
telah dicairlean mela1ui leas umum daerah dalam ra.ngka 
pengendalian leas; 

j. mencltti dan memeriksa keeeauaian kelengkapan dokumcn 
pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan dengan Surat 
Perintah Memba.yar - Oanti Uang / Tambah Uang (SPM OU / SPM 
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� 
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\ 
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I. menerbitkan rekomendui pcrsetujuan pcnerbltan Surat Penntah 
Pencairan Dana Ganti Uang dan Surat Perintah Pencairan Dana 
Tambah Uang apabila hasil penelitian dan pemcriksaan bukti· 
bukti/dokumcn penanggungjawaban penggunaan uang persediaan 
telah dinyatakan lengkap dan sah sebegai dasar pencrbitan Surat 
Perintah Pencairan Dana Ganti Uang dan Surat Perintah Pencairan 
Dana Tambah Uang mcla1ui Subbidang Penatausahaan Keuangan 
Bidang Pembiayaan; 

m. melaksanakan koordinasi dan konault.aai dengan lembga pcmerintah 
dan non pemerint.ah dalam rangka penyelenggaraan urusan 
Pemcrintahan bidang Keuangan; 

n. menilai kinerja Pegawai Apa.ratur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

o. menyuaun laporan hasil pelaksanaan wgas Subbidang dan 
membenkan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
pcrumusa.n kebijakan; dan 

p. melaksanakan tugaa kedinasan lain yang dipcrintahkan atasan 
seauai dengan bidang tugasnya. 

Paragraf2 
Subbidang Pelaporan Keuangan 

Pasal 14 
(1) Subbidang Pelaporan Keuangan dipimpin oleh Kepa.la Subbidang 

Pelaporan Keuangan mcmpunyai tugas membantu Kepala Badang dalam 
menyuaun laporan keuangan Pemerintah Daerah secara siatematia dan 
periodik atas realisaai pendapatan, belaaja, pembiayaan sena aset ........ 

(2) Uraian tugaa Kepala Subbidang Pelaporan Keuangan scbagaimana 
dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. menyuaun rencana kegiatan Subbidang Pelaporan Keuangan sebaga.i 

pedoman dalam pclakaanaan tugas; 
b. mendiatribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugaa; 
c. mem.antau, mengawaai dan mengcvaluaai pelaksanaan tugaa dalam 

lingkungan Subbidang unWk mengctahui perkcmbangan 
pelaksanaan tugaa; 

d. menyuaun rancangan, mengorekai, memaraf dan/atau 
menandatangani naakah dinaa; 

e. mengikuti rapat·rapat scsuai bidang tugasnya; 
f. melakukan rekcnstliaai Japoran penerimaan dan pcngcluaran 

bulanan Satuan Kerja Perangkat De.crah; 
g. meneliti kesesuai.an jumal transaksi dcngan laporan keuangan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah secara periodik; 
h. menyuaun laporan realisaai Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah semester 1 (pertama) dan prognosis 6 (enam) bulan 
berikutnya; 

1. menyuaun Japoran realisaai Anggaran Pcndapatan dan Belanja 
Daerah tahunan; 

j. menyajikan informaai keuangan daerah &eeara periodik; 
k. melakukan kompilaai laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah dan menyuaun laporan keuangan Pcmerintah Daerah 
berbuia akrual; 

I. mcnyiapkan rancangan peraWnut daerah tentang 
pcrtanggungjawabe.n pclakaanaan Anggaran Pcndapatan dan Belanja \ 
Daerah; 

. 16. 

I. menerbitkan rekomendui pcrsetujuan pcnerbltan Surat Penntah 
Pencairan Dana Ganti Uang dan Surat Perintah Pencairan Dana 
Tambah Uang apabila hasil penelitian dan pemcriksaan bukti· 
bukti/dokumcn penanggungjawaban penggunaan uang persediaan 
telah dinyatakan lengkap dan sah sebegai dasar pencrbitan Surat 
Perintah Pencairan Dana Ganti Uang dan Surat Perintah Pencairan 
Dana Tambah Uang mcla1ui Subbidang Penatausahaan Keuangan 
Bidang Pembiayaan; 

m. melaksanakan koordinasi dan konault.aai dengan lembga pcmerintah 
dan non pemerint.ah dalam rangka penyelenggaraan urusan 
Pemcrintahan bidang Keuangan; 

n. menilai kinerja Pegawai Apa.ratur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

o. menyuaun laporan hasil pelaksanaan wgas Subbidang dan 
membenkan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
pcrumusa.n kebijakan; dan 

p. melaksanakan tugaa kedinasan lain yang dipcrintahkan atasan 
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Subbidang Pelaporan Keuangan 
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c. mem.antau, mengawaai dan mengcvaluaai pelaksanaan tugaa dalam 

lingkungan Subbidang unWk mengctahui perkcmbangan 
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e. mengikuti rapat·rapat scsuai bidang tugasnya; 
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bulanan Satuan Kerja Perangkat De.crah; 
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m. melakukan koordinasi dalain ra.ngka penyusunan laporan kcuangan 
Sadan Layanan Umum Dacrah; 

n. mclakaanakan administrasi pengclolaan utang dan piutang 
Pcmcrintah Oacrah; 

o. mclaksanakan monitoring, cvalua.si dan pcngawasan 
penyclcnggaraan kcbijakan tcknis di Bidang Subbidang Pclapora.n 
Kcuangan; 

p. mcnyuaun laporan hasil monitoring. cvaluaai dan pengawasan 
penyclcnggaraan kcbijakan tcknis di Bw:lang Subbidang Pclaporan 
Kcuangan; 

q. mclaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lcmbga pemerintah 
dan non pcmcrintah dalam rangka penyclcnggaraan urusan 
Pcmcrintahan bidang Kcuangan; 

r. mcnilai kinerja Pcgawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Pcraturan Per Undang·undangan; 

a. menyusun lapora.n ha811 pclaksanaan tugas Subtadang dan 
mcrnbcrikan saran pertimbangan kepada Ataaan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

t. melaksanakan tugaa kedinasa.n lain yang dipcrintahkan atasan 
sesuai dcngan bidang tugasnya. 

Bagian Kelima 
Bidang Aset Daerah 

Pua! 15 
(I) Bidang Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang Aset Daerah 

mempunyal tugaa membantu Kepala Badan melaksanaka.n perumusan 
kebijakan tcknis dan menyusun pcdoman standarisaai, percncanaan, 
pengadaan, pemcliharaan, pemanfaatan, pcnghapusan, pelelangan, 
inventansasi dan pcngendalian, pengclolaan aeet Herta administrasi 
bara.ng milik dacrah. 

(2) Untuk mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Bidang Aset Oaerah menyclenggarakan fungsi : 
a. penyusunan kebijakan tcknis dan penyelenggaraan tugas program 

dan kegiatan di Bidang Aset Dacrah; 
b. pcmbinaan, pcngoordinasian, pengendalian dan pcngawasan 

program dan kegiatan Bidang Aact Daerah; 
c. penyelenggaraan, monitoring, cvaluasi dan pelaporan wgas program 

dan kegiatan Bidang Aset Dru!rah; dan 
d. penyelenggaraan fungsi lam yang dibenkan oleh pimpman scsuai 

dcngan tugas dan rungsinya. 
(3) Uraian Wgas Kepala Bidang Aset Oaerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), meliputi; 
a. mcnyusun rcncana kegiatan Bidang A:,,et Dacrah sebe.gai pcdoman 

dalam pelaksanaan tugas; 
b. mend1atribusikan dan membert petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengcvaluasi pclaksanaan tugas dalam 

llngkungan Bidang untuk mengetahui pcrkembangan pelaksana.an 
tu gas; 

d. mcnyusun rancangan, mcngoreksi, memaraf dan/atau 
mcnandatangani naskah dinas; 

e. mcngikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. menyiapkan bahan penyusunan tender dan program pengadaan aset f dan invcntarisaoi bara.ng milik dacrah; 

\ 
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g. menyiapkan bahan bimbingan clan petunjuk tcknis dalam rangka 
penyimpanan dan pemeliharaan be.rang milik daerah; 

h. mcnyiapkan bahan bimbingan dan petunjuk teknia dalam rangka 
pembinaan bendahara barang milik daerah; 

i. melaksanakan koordinasi daJam rangka pemanraatan dengan 
pengelolaan aset daerah; 

j. Mengkoordinir Kegiatan Pengamanan Asel Barang Milik Daerah 
(BMDJ; 

k. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan tcknis di Bidang Asel Daerah; 

1. menyusun Japoran hasil monitoring, evaluasi dan pengawaaan 
penyelenggara.an kebijakan telmis di Bidang Aset Daerah; 

m. menyelenggarakan koordinaai dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Aset Daerah; 

n. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

o. menyusun laporan haail pe\aksanaan tugas Bidang dan membcrikan 
saran pertimbangan kepada Ataaan aebagai bahan perumusan 
kebijakan; dan 

p- melaksanakan tuga.a kedinaaan lain yang diperintahkan atasan 
eesuai dengan bidang tugasnya. 

""""""'' Subbidang Perencanaan dan Pengadaan 

Paaal 16 
(I) Subbidang Perencanaan clan Pcngadaan dipunptn oleh Kepala 

Subbidang Perencanaan dan Pengadaan mempunyai tugas membantu 
Kepala Bidang dalam menyusun dan menganalisa program rencana 
kebutuhan barang milik daerah. 

j2J Uraian tugaa Kepala Subbidang Perencanaan dan Pengadaan 
aebagaimana dimakaud pada ayat ( I), melipud : 
a. menyusun rencana kegjatan Subbidang Perencanaan dan Pengadaan 

sebagai pcdoman dalam pelak3anaan tugaa; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugaa da1am 

lingkungan Subbidang untuk mengctahui perkembangan 
pelaksanaan tugaa; 

d. menyusun rancangan. mcngoreksi, memaraf dan/ata.u 
menandatangani naskah dinaa; 

e. mengikud rapat·rape.t seauai bidang tugaanya, 
r. menyuaun rencana Kebutuhan Barang Unit; 
g. membuat Daftar Kebutuhan Barang Pemerintah Daerah; 
h. membuat Rencana Tahunan Unit; 
1. melaksanakan koordinaai dengan unit kerja terkait daJam rangka 

penyuaunan atandarisaai harga barang danjasa; 
j. membuat laporan haail pelakaanaan tugaa dan membcri IMll'1ll'l dan 

pertimbangan kepada pimpinan seeuai dcngan tugas dan fungsinya; 
k. merumuskan draft sa.tndar satuan harga; 
I. melakaanakan monitoring, evaluaai dan pengawasan 

penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Subbidang Perencanaan \ 
dan Pcngadaan; 
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sebagai pcdoman dalam pelak3anaan tugaa; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugaa da1am 

lingkungan Subbidang untuk mengctahui perkembangan 
pelaksanaan tugaa; 

d. menyusun rancangan. mcngoreksi, memaraf dan/ata.u 
menandatangani naskah dinaa; 

e. mengikud rapat·rape.t seauai bidang tugaanya, 
r. menyuaun rencana Kebutuhan Barang Unit; 
g. membuat Daftar Kebutuhan Barang Pemerintah Daerah; 
h. membuat Rencana Tahunan Unit; 
1. melaksanakan koordinaai dengan unit kerja terkait daJam rangka 

penyuaunan atandarisaai harga barang danjasa; 
j. membuat laporan haail pelakaanaan tugaa dan membcri IMll'1ll'l dan 

pertimbangan kepada pimpinan seeuai dcngan tugas dan fungsinya; 
k. merumuskan draft sa.tndar satuan harga; 
I. melakaanakan monitoring, evaluaai dan pengawasan 

penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Subbidang Perencanaan \ 
dan Pcngadaan; 
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m. melaksanakan kooniinasi clan konsultasi dengan Jembga pemerintah 
dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan bidang Keuangan; 

n. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Pcraturan Per Undang·undangan; 

o. menyusun taporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang dan 
memberikan saran pertimba.ngan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

,,.,.....,, 
Subbidang Evaluasi dan Pcmanfaatan Aset 

Pasal 17 
(1) Subbidang Evaluasi dan Pcmanfaatan Aaet dipimpin oleh Kepa.la 

Subbidang Evaluasi dan Pcmanfaatan Aset mempuyai tugas membantu 
Kepala Bidang melakaanakan evaluasi terhadap pengadaan kebutuhan 
barang/aset Pemerintah Daerah ba.ik barang bergerak maupun barang 
tidak bergerak serta melaksanakan sertifikasi aset. 

(2) Uraian tugas Kepala Subbidang Evaluasi dan Pcmanfaatan Aset 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( I), meliputi : 
a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Evaluasi dan Pcmanfaatan 

Aset sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan clan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaJuasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Subbidang unruk mengetahui perkemba.ngan 
pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat·rapat sesuai bidang tugasnya; 
t. merumuskan program dan kegiatan da.1am bidang aset dan 

penjabaran neraca barang milik daerah; 
g. melaksanakan proacs administrasi pencatatan dan pembiayaan 

barang milik daerah; 
h. melaksanakan kooniinasi dengan unit-unit kerja dalam 

mengevaluasi dan memberikan data laporan barang unit dan mutasi 
barang unit dalam lingkup Pcmerintah Daerah; 

i. merencanakan dan melaksanakan kebijakan·kebijakan teknis 
perubahan status hukum a.set daerah; 

J- melaksa.nakan pemanfaatan aset daerah; 
k. melaksanakan monitoring kc unit kerja secara berkala tentang 

pengelolaan inventarisasi barang; 
I. melaksanakan pemeriksaan dan analisa semua pengadaan 

barang/8.Sllet; 
m. membuat daftar inventarisasi aaet daerah; 
n. membuat data dasar neraca be.rang milik daerah; 
o. melaksanakan perawatan dan pengendalian pemanfaatan asset 

daerah; 
p. melaksanakan senaus barang milik daerah; 
q. melaksanakan legal audit a.set daerah; 
r. melakaanakan monitonng, evaluasi dan pengawasan 

penyelenggaraan kebijakan teknie di Bidang Subbidang Evaluasi dan I Pcmanfaatan Asset; 
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s. mclaksanakan koonlinasi dan konsulta.si dcngan lcmbga pcmerintah 
dan non pcmerintah dalarn rangka pcnyclenggaraan urusan 
Pcmerintahan bidang Kcuangan; 

t. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara eesuai kctcntuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

u mcnyusun laporan basil pclaksanaan tugas Subbidang dan 
mcmbcrikan saran pcrtl.mba.ngan kepada Atasan eebagai bahan 
pcrumusan kebijakan; dan 

v. melaksanakan tugu kedinasan lain yang dipcrintahkan atasan 
sesuai dcngan bidang tugasnya. 

Bagian Keenam 
Bidang Pendapatan Daerah 

Pasa.118 
(II Bidang Pendapatan Dacrah dipimpin olch Kepala Bidang Pendapetan 

Daerah mcmpunyai tugas mcmbantu Kcpala Badan dalam mcmimpin, 
mengcndalikan, mengoordinalikan pcrumuaan kcbijakan teknia dan 
pclaksanaan pcngelolaan pcndapatan daerah mcliputi pcndapatan asli 
daerah yang bersumbcr dari pajak daerah, dana pcrimbangan dan lain· 
lain pcndapatan daerah yang sah. 

(2) Untuk mclaksanakan tugu sebagaimana dimak!Jud pada ayat (11 Kcpala 
Bidang Pendapstan Daerah mcnyclcnggarakan fungai : 
a. pcnyusunan kebijakan tcknis dan pcnyelenggaraan tugas program 

dan kcgiatan Bidang Pendape.tan Oaerah; 
b. pcmbinaan, Pengoordinasian, Pengcndalian dan Pengawasan 

program dan kegiatan Bidang Pendapatan Daerah; 
e. penyelenggaraan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugaa program 

dan kegiatan Bidang Pendapatan Daerah; dan 
d. penyelenggaraan fung3i lain yang diberikan oleh pimpinan se:auai 

dengan tugaa dan funga.inya. 
j3) Uraia.n tugaa Kepala Bidang Pcndapatan Da.erah acbagaimana dimakaud 

pada ayat (l), meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pendapatan Oaerah sebagai 

pedoman dalatn pelaksanaan tugas; 
b. mendisuibusikan dan memberi petunjuk pelakaanaan tugas; 
e. memantau, mengawasi dan mengevalua.si pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Bidang untuk mengetahui perkembe.ngan pelaksanaan 
tu gas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, mcmaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. menyusun kebijakan tekn11 pengelolaan pendapatan daerah dibidang 

pajak daerah; 
g. melaksanakan program dan kegiatan dibidang pendapatan daerah 

dalam pengelolaan pajak daerah; 
h. melaksanakan pendataan objek, subjek dan wajib pajak daerah; 
i. melakukan penghitungan, penetapan, penagihan dan pemungutan 

pajak dacrah; 
J. melaba.nakan koonlinasi dengan ulllt kerja yang terkait pengelola 

penerimaan pendapatan retnbusi daerah dan pendapatan aali 
daerah yang sah; 

k. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi ataa 
penerimaan dana bagi haail pajak dan pendapatan lain-lain yang aah \ 
dari provinsi; 
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- 21 - 

I. melaksanakan koordinasi dcngan Pcmcrintah Pusat atas pencrimaan 
dana perimbangan; 

m. melakaa.nakan evaluasi atae realisasi pcnenmaan pcndapatan 
daerah; 

n. menyusun Iaporan atas realisaai pcnerimaan pcndapatan daerah; 
o. menyelenggarakan cvaluasi program dan kegiatan Bidang 

Pendapatan Dacrah; 
p. melaporkan haail pelaksanaan tugaa dan membcrikan saran dan 

pcrtimbangan kepada atasan sesuai dengan tugaa dan fungsinya; 
q. menyelcnggarakan monitoring, evaluaai dan pcngawasan 

pcnyelenggaraan kebijakan teknia di Bidang Pcndapatan Daerah; 
r. menyclenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lcmbga 

pemcrintah dan non pcmerintah dalarn rangka pcnyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Keuangan; 

a. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara seauai ket.cntuan 
Pcraturan Per Undang-undangan; 

t. menyuaun laporan haail pclakaanaan tugaa Bidang dan membcrikan 
saran pcrtimbangan kepada Ataaan sebagai bahan pcrumusan 
kebijakan; dan 

u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dipcrintahkan atasan 
scsuai dengan bidang tugasoya. 

Pa.ragraf l 
Subbidang Pcndataan Pajak Daerah 

Pasal 19 
(II Subbidang Pcndataan Pajak Daerah dipimpin oleh Kepa.Ja Subbidang 

Pendataan Pajak Daerah mempunyai tugaa membantu Kepada Bidang 
dalam melaksanakan pendataan objek, subjek dan wajib pajak Daerah. 

(21 Uraian tug.as Kepala Subbidang Pcndataan Pajak Daerah sebagaimana 
dimakaud pada ayat (I), meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Pcndataan Pajak Daerah 

scbagai pedoman dalam pclaku.naan tug.as; 
b. mendistribull1kan dan memberi petunjuk pelaksanaan tug.as; 
c. memantau, mcngawa.si dan mengevaluasi pelaksan.aan tugas dalam 

lingkungan Subbidang untuk mengetahui perkembangan 
pclakaanaan tugaa; 

d. menyuaun rancangan, mengoreksi, mema.ra.f dan/ata.u 
menandata.ngani naskah dine.a; 

e. mengrkutr rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
r. menyuaun kebijakan teknis pelaksanaan pendataan objek, subjek 

dan wajib pajak Daerah; 
g. melakaanakan pendataan dan penelitian objek, aubjek dan wajib 

pajak Daerah; 
h. melakaanakan pemutakhiran data objek, subjek dan waj1b pajak 

Daerah; 
1. menghimpun, mengek>la dan mencatat data objek, aub.Jek dan wajib 

pajak Daerah; 
j. menerima, meneliti dan mencatat pennohonan pembctulan, 

pembatalan, keberata.n, pengurangan ketetapan dan penghapusan 
a tau pengurangan sanksi administratif pajak Daerah; 

k. melakukan penelitian lapangan atas pcnnohonan pembctulan, 
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I. melaksanakan koordinasi dcngan Pcmcrintah Pusat atas pencrimaan 
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m. melakaa.nakan evaluasi atae realisasi pcnenmaan pcndapatan 
daerah; 

n. menyusun Iaporan atas realisaai pcnerimaan pcndapatan daerah; 
o. menyelenggarakan cvaluasi program dan kegiatan Bidang 

Pendapatan Dacrah; 
p. melaporkan haail pelaksanaan tugaa dan membcrikan saran dan 

pcrtimbangan kepada atasan sesuai dengan tugaa dan fungsinya; 
q. menyelcnggarakan monitoring, evaluaai dan pcngawasan 
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urusan Pemerintahan bidang Keuangan; 

a. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara seauai ket.cntuan 
Pcraturan Per Undang-undangan; 
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saran pcrtimbangan kepada Ataaan sebagai bahan pcrumusan 
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u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dipcrintahkan atasan 
scsuai dengan bidang tugasoya. 
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Pasal 19 
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I. menerima, meneliti dan mencatat pennohonan penerbitan salinan 
Surat Pcmbentahuan Pajak Terutang, Surat Pcmbcritahuan Pajak 
Terutang objek barn, Surat Pcmbcritahuan Pajak Terutang mutasi 
objek, aubjek, wajib pajak dan Surat Pembcritahuan Pajak Tcrutang 
pembctulan; 

m. melaksanakan monitonng. evaluasi dan pengawasan 
penyelenggamnn kebijakan tcknis di Bidang Subbidang Pcndataan 
Pajak Daerah; 

n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lemb£a, pemerintah 
dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan 
Pcmerintahan bidang Keuangan; 

o. mcnilai kinerja Pcgawai Apa.ratur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Pcraturan Per Undang-undang.an; 

p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang dan 
membcrikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

q. melaksa.nakan tugaa kcdinasan Jain yang diperintahkan atasan 
eesuai dengan bidang tugasnya. 

"""""'' Subbidang Penetapan dan Pcnagihan Pajak Daerah 

PasaJ 20 
(!) Subbidang Pcnetapan clan Pcnagihan Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala 

Subbidang Pcnetapan dan Pcna.gihan Pajak Daere.h mempunyai tug.as 
membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penghttungan, 
penetapan, penagihan dan pemungutan pajak Oaerah. 

(2) Uraian tugaa Kepala Subbidang Penetapan dan Penagihan Pajak Oaerah 
aebagaimana dimaksud pada ayat ( I), meliputi : 
a. menyuaun rencana kegiatan Subbidang Penetapan dan Penagihan 

Pajak Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribuaikan dan memberi petunjuk pelaksanaan rugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalaJn 

lingkungan Subbidang untuk mengctahui perkembangan 
pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat·rapat aesua.i bidang tugaanya; 
f. menyusun kebijakan teknis dalam pelaksanaan penetapan, 

penagih&n dan pemungutan pajak Daerah; 
g. melaksanakan penghitungan, penetapan, pef188ilian clan 

pemungutan pajak Daerah; 
h. menerbitkan dan meyampaikan SPPT PBB·P2, SKPD, SKPDKB, 

SKPDKBT, STPD, SKPDN dan SKPDLB kepllda wajib pejak Daerah; 
1. meneliti dan memverifikasi SPTPD dan SSPD/STS; 
J- melaksa.nakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan 

penghapusan a tau pengurangan sanksi admintstratif pajak Daerah; 
k. menyampa.ikan salinan putusan pemberian pembetulan, 

pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau 
pengurangan sanksi administratif pajak Daerah kepada wajib pa.jak; 

I. melaksanakan penatausahaan penetapan dan penagihan pajak 
Daerah; 

m. melalcsanakan monitoring, evaluasi dan pengawuan 
penyelenggaraa.n kebijakan teknia di Bidang Subbidang Penetapan \ 
dan Penagihan Pajak Daerah; 
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n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Keuangan; 

o. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara aesuai ketantuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

p. menyusun Japoran hasil pelaksanaan tugas Subbidang dan 
memberikan saran pertimbangan kepada At.asan aebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

q. melilksanakan tugas kedinuan lain yang diperintahkan ataaan 
ac:suru dengan bidang tugasnya. 

BAB V 
KELOMPOK JABATAN FUNOSIONAL DAN PELAKSANA 

Pal:18.1 21 
(I) Sadan Pengclolaan Keuangan dan pendapatan Oaerah dapa.t 

membentuk ac:jumlah kelompok jabatan fungeicnal dan pelaksana 
aesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana sebegaimsna drmaksud 
pada ayat (1) melaksanakan tuga.s aesuai dengan bidang jabatan 
fungsional dan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan 
peraturt.n perundang-undangan denga.n berpedoman pada pengaturan 
sistem kerja. 

BABVI 
TATA KERJA 

Ba.gian Kesa.tu 
Pelaksanaan Tuga.s dan Fungsi 

Pua! 22 
(1) Kepala Badan dalam melaksanakan tuga.s dan fungsinya berdasarkan 

kebija.kan umum yang ditet.apkan oleh Bupa.ti sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

(2) Kepala Sadan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala 
Seksi, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana dalam lingkup Badan 
mel.aksanakan tuga.s dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, aerta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, 
kerjasama, Integraer, sinkronisaai, simpltfikasi, akuntabi.litas, 
transpmansi, eerta efektifitas dan efisiensi, eeeuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan; 

(3) Kepala Sadan, Sekretari1, Kepala B1dang, Kepala Subbegian, Kepala 
Sekai dalam Jingkungan Badan mengembangkan koon:linasi dan 
kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka 
meningkatkan kineqa dan memperlancar pelaksanaan tuga.s dan fungsi 
Bad an. 

Bagian Kedua 
Pengendalian dan Evalu8.SI, serta Pelaporan dan Pengawasan 

Pasal 23 
(1) Kepala Sadan, Sekfetaris, l<epa!a Bldang, Kepala Subbagian, dan Kepala 

Seksi dalam ling.kungan Badan dalam melaksanakan tugasnya, 
mel.akukan pengcndalian dan cvaluasi eerte melaksanakan rapat \ 
koerdmasi secara berkala dan/at.au sesuai kebutuhan; 

• 23 • 

n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Keuangan; 

o. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara aesuai ketantuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

p. menyusun Japoran hasil pelaksanaan tugas Subbidang dan 
memberikan saran pertimbangan kepada At.asan aebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

q. melilksanakan tugas kedinuan lain yang diperintahkan ataaan 
ac:suru dengan bidang tugasnya. 

BAB V 
KELOMPOK JABATAN FUNOSIONAL DAN PELAKSANA 

Pal:18.1 21 
(I) Sadan Pengclolaan Keuangan dan pendapatan Oaerah dapa.t 

membentuk ac:jumlah kelompok jabatan fungeicnal dan pelaksana 
aesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana sebegaimsna drmaksud 
pada ayat (1) melaksanakan tuga.s aesuai dengan bidang jabatan 
fungsional dan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan 
peraturt.n perundang-undangan denga.n berpedoman pada pengaturan 
sistem kerja. 

BABVI 
TATA KERJA 

Ba.gian Kesa.tu 
Pelaksanaan Tuga.s dan Fungsi 

Pua! 22 
(1) Kepala Badan dalam melaksanakan tuga.s dan fungsinya berdasarkan 

kebija.kan umum yang ditet.apkan oleh Bupa.ti sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

(2) Kepala Sadan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala 
Seksi, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana dalam lingkup Badan 
mel.aksanakan tuga.s dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, aerta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, 
kerjasama, Integraer, sinkronisaai, simpltfikasi, akuntabi.litas, 
transpmansi, eerta efektifitas dan efisiensi, eeeuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan; 

(3) Kepala Sadan, Sekretari1, Kepala B1dang, Kepala Subbegian, Kepala 
Sekai dalam Jingkungan Badan mengembangkan koon:linasi dan 
kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka 
meningkatkan kineqa dan memperlancar pelaksanaan tuga.s dan fungsi 
Bad an. 

Bagian Kedua 
Pengendalian dan Evalu8.SI, serta Pelaporan dan Pengawasan 

Pasal 23 
(1) Kepala Sadan, Sekfetaris, l<epa!a Bldang, Kepala Subbagian, dan Kepala 

Seksi dalam ling.kungan Badan dalam melaksanakan tugasnya, 
mel.akukan pengcndalian dan cvaluasi eerte melaksanakan rapat \ 
koerdmasi secara berkala dan/at.au sesuai kebutuhan; 

• 23 • 

n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Keuangan; 

o. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara aesuai ketantuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

p. menyusun Japoran hasil pelaksanaan tugas Subbidang dan 
memberikan saran pertimbangan kepada At.asan aebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

q. melilksanakan tugas kedinuan lain yang diperintahkan ataaan 
ac:suru dengan bidang tugasnya. 

BAB V 
KELOMPOK JABATAN FUNOSIONAL DAN PELAKSANA 

Pal:18.1 21 
(I) Sadan Pengclolaan Keuangan dan pendapatan Oaerah dapa.t 

membentuk ac:jumlah kelompok jabatan fungeicnal dan pelaksana 
aesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana sebegaimsna drmaksud 
pada ayat (1) melaksanakan tuga.s aesuai dengan bidang jabatan 
fungsional dan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan 
peraturt.n perundang-undangan denga.n berpedoman pada pengaturan 
sistem kerja. 

BABVI 
TATA KERJA 

Ba.gian Kesa.tu 
Pelaksanaan Tuga.s dan Fungsi 

Pua! 22 
(1) Kepala Badan dalam melaksanakan tuga.s dan fungsinya berdasarkan 

kebija.kan umum yang ditet.apkan oleh Bupa.ti sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

(2) Kepala Sadan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala 
Seksi, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana dalam lingkup Badan 
mel.aksanakan tuga.s dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, aerta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, 
kerjasama, Integraer, sinkronisaai, simpltfikasi, akuntabi.litas, 
transpmansi, eerta efektifitas dan efisiensi, eeeuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan; 

(3) Kepala Sadan, Sekretari1, Kepala B1dang, Kepala Subbegian, Kepala 
Sekai dalam Jingkungan Badan mengembangkan koon:linasi dan 
kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka 
meningkatkan kineqa dan memperlancar pelaksanaan tuga.s dan fungsi 
Bad an. 

Bagian Kedua 
Pengendalian dan Evalu8.SI, serta Pelaporan dan Pengawasan 

Pasal 23 
(1) Kepala Sadan, Sekfetaris, l<epa!a Bldang, Kepala Subbagian, dan Kepala 

Seksi dalam ling.kungan Badan dalam melaksanakan tugasnya, 
mel.akukan pengcndalian dan cvaluasi eerte melaksanakan rapat \ 
koerdmasi secara berkala dan/at.au sesuai kebutuhan; 
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(2) Kepala Badan, Sekretarie, Kepa.la Biclang, Kepaia Subbagian, Kepala 
Sek6i, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana dalam lingkungan Badan wajib 
mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan 
seca.ra berkala dan/atau eeeuai kebutuhan aecara tepat waktu kepada 
atasan masing·muing; 

(3) Kepala Sadan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagtan dan Kepala 
Seksi dalaJn lingkungan Sadan melaksanakan pengawaaan aesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VII 
KETEN11JAN PERAUHAN 

PasaJ 24 
Ketentuan yang mengatur 6Ub koordinator dalam Peraturan Bupati Pinrang 
Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tuga.s dan 
Fungsi aerta Tata Keqa Baclan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan 
Daerah (Serita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 701, tetap 
berlaku sampe.i dengan ditetapkannys peraturan bupati tentang sistem 
kerja pada pemerintah daerah. 

BAB VIII 
KETENTIJAN PENUTUP 

PasaJ 25 
Dengan berlaJru.nya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pinrang 
Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Fungsi sen:a Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan 
Daerah (Serita Oaerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 70), dicabut 
dan dinyataka.n tidak berlaku. 

Paaal 26 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar aetiap orang dapat mengetahuinya, memerinta.hkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Pinrang. 

Ditetapkan di Pinrang 
pada tanggal � ait1� w,.; 

BUPATJ PINRANG, 

Diundangkan di Pinrang 
pada tanggalcc. tu.i.i 'l-0:J?> 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANO, 

BU AV 

SERITA AERAH KABUPATEN PINRANO TAHUN 2023 NOMOR 

� 

IRWAN HAMID ' 
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(2) Kepala Badan, Sekretarie, Kepa.la Biclang, Kepaia Subbagian, Kepala 
Sek6i, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana dalam lingkungan Badan wajib 
mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan 
seca.ra berkala dan/atau eeeuai kebutuhan aecara tepat waktu kepada 
atasan masing·muing; 

(3) Kepala Sadan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagtan dan Kepala 
Seksi dalaJn lingkungan Sadan melaksanakan pengawaaan aesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VII 
KETEN11JAN PERAUHAN 

PasaJ 24 
Ketentuan yang mengatur 6Ub koordinator dalam Peraturan Bupati Pinrang 
Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tuga.s dan 
Fungsi aerta Tata Keqa Baclan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan 
Daerah (Serita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 701, tetap 
berlaku sampe.i dengan ditetapkannys peraturan bupati tentang sistem 
kerja pada pemerintah daerah. 

BAB VIII 
KETENTIJAN PENUTUP 

PasaJ 25 
Dengan berlaJru.nya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pinrang 
Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Fungsi sen:a Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan 
Daerah (Serita Oaerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 70), dicabut 
dan dinyataka.n tidak berlaku. 

Paaal 26 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar aetiap orang dapat mengetahuinya, memerinta.hkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Pinrang. 

Ditetapkan di Pinrang 
pada tanggal � ait1� w,.; 

BUPATJ PINRANG, 

Diundangkan di Pinrang 
pada tanggalcc. tu.i.i 'l-0:J?> 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANO, 

BU AV 

SERITA AERAH KABUPATEN PINRANO TAHUN 2023 NOMOR 

� 

IRWAN HAMID ' 
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(2) Kepala Badan, Sekretarie, Kepa.la Biclang, Kepaia Subbagian, Kepala 
Sek6i, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana dalam lingkungan Badan wajib 
mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan 
seca.ra berkala dan/atau eeeuai kebutuhan aecara tepat waktu kepada 
atasan masing·muing; 

(3) Kepala Sadan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagtan dan Kepala 
Seksi dalaJn lingkungan Sadan melaksanakan pengawaaan aesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VII 
KETEN11JAN PERAUHAN 

PasaJ 24 
Ketentuan yang mengatur 6Ub koordinator dalam Peraturan Bupati Pinrang 
Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tuga.s dan 
Fungsi aerta Tata Keqa Baclan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan 
Daerah (Serita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 701, tetap 
berlaku sampe.i dengan ditetapkannys peraturan bupati tentang sistem 
kerja pada pemerintah daerah. 

BAB VIII 
KETENTIJAN PENUTUP 

PasaJ 25 
Dengan berlaJru.nya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pinrang 
Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Fungsi sen:a Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan 
Daerah (Serita Oaerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 70), dicabut 
dan dinyataka.n tidak berlaku. 

Paaal 26 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar aetiap orang dapat mengetahuinya, memerinta.hkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Pinrang. 

Ditetapkan di Pinrang 
pada tanggal � ait1� w,.; 

BUPATJ PINRANG, 

Diundangkan di Pinrang 
pada tanggalcc. tu.i.i 'l-0:J?> 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANO, 

BU AV 

SERITA AERAH KABUPATEN PINRANO TAHUN 2023 NOMOR 

� 

IRWAN HAMID ' 
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